
 

Seri 82 
Kamis, 27 Januari 2022 

 Rangkuman DISKUSI 

Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber 

“The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute” 

TEMA : Merancang Penghukuman Pelaku dan Pemulihan Korban dalam RUU TPKS  

Pemateri :  

1. Nisaaul Muthiah (Peneliti Bidang Sosial TII),  

2. Siti Aminah Tardi (Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)   

3. Maidina Rahmawati (Peneliti Institute for Criminal Justice Reform) 

4. Diah Pitaloka (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI)  

 

Moderator  : Hemi Lavour Febrinandez (Peneliti Bidang Hukum TII) 

 

Partisipan : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda,   

   seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya. 

 

PEMBAHASAN 

 

Nisaaul Muthiah (Peneliti Bidang Sosial TII) 

 Sudah ada beberapa landasan hukum dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, salah satunya 

adalah CEDAW tahun 1979 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Namun, landasan hukum ini sampai saat 

ini belum mampu menghapuskan kekerasan seksual di Indonesia.  

 Sejak tahun 2008 hingga 2019, terjadi peningkatan angka kekerasan seksual di Indonesia. Walaupun angka 

kekerasan menurun di tahun 2020, namun tidak dapat mencerminkan angka yang sebenarnya.  

 Kekerasan terhadap perempuan paling banyak terjadi di ranah privat  

 Jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak di tahun 2020 adalah cybercrime 

 Perlu ada regulasi seperti Permendikbud 30 untuk lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan 

Kementerian Agama  

 Penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah budaya patriarki yang menganggab bahwa perempuan adalah 

manusia kelas dua (second sex). Selain itu, komitmen negara yang dirasa masih kurang juga menjadi 

penyebab tingginya kasus kekerasan seksual.  

 Terdapat empat hal penting dalam penanganan kekerasan seksual. Pertama, masih mengabaikan hak korban. 

Kedua, sistem peradilan yang tidak ramah pada korban. Ketiga, belum fokus pada pemulihan korban. 

Keempat, minimnya pengetahuan mengenai kekerasan seksual. 

 Terdapat empat pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, yaitu pemulihan fisik, psikis, ekonomi dan 

sosial budaya.  
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 DPR perlu memasukkan aspek-aspek pencegahan, penanganan, pemulihan korban, serta pemidanaan pelaku 

kekerasan secara komprehensif dalam RUU TPKS, dan segera mengesahkannya. 

 Kemendikbud-Ristek dan pelaksana pendidikan perlu mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang 

berbasis kesetaraan gender. Serta melakukan monitoring, evaluasi, dan mempertegas implementasi 

Permendikbud Ristek mengenai pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.  

 Diperlukan kampanye secara masif mengenai kesetaraan gender baik itu melalui sosial media maupun media 

konvensional sebagai upaya internalisasi nilai-nilai kesetaraan gender  

 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu memaksimalkan peran Pusat 

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terkait perannya sebagai lembaga 

penyedia layanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak kekerasan seksual.  

 Diperlukan sinergi dari berbagai pihak terkait untuk memenuhi hak pemulihan korban, baik itu pada aspek 

fisik, psikis, ekonomi, sosial, dan budaya. 

 

Siti Aminah Tardi (Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)   

 

 Enam elemen kunci yang harus ada dalam RUU TPKS, yaitu pencegahan, pemantauan, hak korban, hukum 

acara khusus, sanksi pidana, dan tindak pidana  

 Penghapusan salah satu elemen, akan menyebabkan penghapusan kekerasan seksual tidak utuh 

 KOMNAS Perempuan hanya memberikan saran dan rekomendasi, yang memiliki kekuasaan dan 

kewenangan terhadap pembentukan undang-undang tersebut adalah DPR RI.  

 Judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak boleh dirubah. Karena ini mencakup isi dari undang-undang 

tersebut dimana kekerasan seksual yang terdapat unsur pidana di dalamnya.  

 Isu yang perlu ditambahkan dalam RUU TPKS, yaitu pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan 

perkawinan, dan perbudakan seksual. Merumuskan kekerasan seksual berbasis gender siber. Dan 

Penegasan peran lembaga nasional HAM dan lembaga independen lainnya terkait pelaksanaan RUU ini.  

 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual diusulkan untuk mengatur atau melengkapi kelemahan-kelemahan 

pemberian sanksi yang mengacu pada KUHP dan menjadi kendala korban dalam mengakses keadilan.  

 Perlu terobosan hukum untuk memenuhi rasa keadilan korban dan menyentuh akar persoalan kekerasan 

seksual itu sendiri, yakni cara berpikir dan pandangan yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan 

dan menyudutkan perempuan 

 

 

Maidina Rahmawati (Peneliti Institute for Criminal Justice Reform) 

 

 ICJR menentang penghukuman mati untuk kasus apapun, termasuk dalam kasus kekerasan seksual  
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 Tiga aspek penting dalam penguatan RUU TPKS, yaitu pengaturan ketentuan pidana, penguatan hak korban, 

dan penguatan pengaturan hukum acara  

 Perlu hukum acara khusus sebagai sebuah terobosan  

 Pembahasan RUU TPKS harus membuka peluang perubahan subtansial 

 

Diah Pitaloka (Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI)  

 

 Yang menarik dari RUU TPKS adalah definisinya. Sebab, definisi kekerasan seksual dalam RUU TPKS 

adalah suatu definisi yang belum dituliskan dalam UU yang ada sebelumnya. Justru yang kita ketahui adalah 

jenis-jenis kekerasan seksual.  

 Mengapa pembahasan di DPR RI lama? Karena dalam pembahasan RUU TPKS, terdapat banyak pandangan 

dan banyak paradigma. Bagaimana kita menyepakati setiap pasal-pasal di dalamnya.  

 Dalam proses pembahasan di DPR RI, sampai saat ini masih banyak catatan panjang dari fraksi-fraksi di 

DPR RI. Hal ini karena setiap fraksi masih memiliki pandangan yang berbeda.  

 Kita berharap dengan disahkanya RUU TPKS, kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia dapat 

dihilangkan.  

 

FORUM DISKUSI   

 

Pertanyaan pertama: bagaimana tanggapan tentang pemaksaan pernikahan atas nama adat? Dan apakah ini 

dapat diakomodir dalam RUU TPKS?  

Pemaksaan yang diusulkan oleh Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat sipil terbagi menjadi tiga, pemaksaan 

perkawinan terhadap anak, pemaksaan perkawinan terhadap korban kekerasan seksual, dan pemaksaan perkawinan 

atas nama adat Artinya, seorang perempuan harus melakukan perkawinan atas dasar keinginannya bukan atas dasar 

paksaan. (Siti Aminah). 

 

Pertanyaan kedua: apakah pakaian terbuka menjadi pintu masuk kasus kekerasan seksual?  

Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan yang menggunakan pakaian terbuka, tetapi juga 

terjadi bagi perempuan yang telah menggunakan pakaian tertutup. Artinya, pakaian terbuka tidak bisa dijadikan 

variabel dalam melihat kasus kekerasan seksual (Nisaaul Muthiah)   
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Pertanyaan ketiga: Apa alasan yang mendasar pelaku kekerasan bisa dicabut hak politiknya? 

Yang menjadi concern adalah hak untuk dipilihnya. Hak memilihnya tetap ditempatkan dalam pidana tambahan. 

Yang perlu diperhatian dalam hal ini adalah bahwa perlu untuk melihat profiling dirinya. (Maidina Rahmawati)     

Ini berkaitan dengan UU Pemilu. Jika ia mendapatkan hukuman Pidana, maka ia akan dicabut hak memilih dan 

dipilih (Diah Pitaloka)  

Pernyataan keempat: Apa yang telah dilakukan KPP RI? 

Ada Desi Ratnasari, Luluk Hamidah di KPP RI,  jadi kita di baleg kita jadi saling bekerja sama antar fraksi. KPP RI 

jadi tempat kita saling berkonsolidasi (Diah Pitaloka).    

 

Catatan :  

1. Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum 

2. Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi 

dari “The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute”. 

 

http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum

